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Abstract: Protection of the rights of adopted children in the matter of property inheritance in the perspective of book of civil law 
and Islamic law. Adoption in civil law is an act which equalized adopted children with birth children, both in terms of caring and 
inheritance (Articles 11,12,13 and 14 of Stb. 1917 No. 129). In Islamic law, adoption will not result in a blood relationship and do 
not become the basis and cause of inheritance, because the basic principle of the heir is a blood relation. This article examines: 
1. What is the legal position of adopted child in the matter of property inheritance in the perspective of book of civil law and 
Islamic law? 2.Which of the two legal systems that provide adequate protection for adopted child? This type of research is library 
research, with qualitative methods, and normative juridical approach. The result is; the legal position of adopted child for the 
right of inheritance in the Book of Civil Law has the same status as the heirs for an inheritance. But according Stb. 1917 No. 129, 
this provision provides that the limitation of the adopted child only becomes heir on the part that are not mentioned in the wills. 
Being in Islamic law, the position of adopted children can not be equated with birth children, they can not receive inheritance 
from the adoptive parents, and vice versa, but the children may receive the will treasure. In between the legal system, Islamic 
law provides adequate protection to the adopted children, because it has a child care institution.
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Abstrak: Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Pengangkatan anak dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang menyamakan 
kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik dalam hal pemeliharaan sampai pada hal kewarisan(Pasal 11,12,13 dan 
14 dari Stb.1917 No. 129).Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah 
serta tidak menjadi dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.
Tulisan ini mengkaji 1.Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdatadanhukum Islam ?2.Manakah di antara kedua sistem hukum tersebut yang memberikan perlindungan memadai 
kepada anak angkat?Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan metode kualitatif, dan 
pendekatan yuridis normatif.Hasilnya, kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestate untuk memperoleh warisan.Namun 
menurut Stb. 1917 No. 129, ketentuanini memberikan pembatasan bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris 
dari bagian yang tidak diwasiat kan. Sedang dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan 
anak kandung, tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya, tetapi iamendapatkan 
wasiat wajibah. Diantara kedua sistem hukum tersebut, hukum Islammemberikan perlindungan lebih memadai kepada 
anak angkat, karena memiliki lembaga pemeliharaan anak.
Kata kunci: anak angkat, waris, wasiat, KUHP, hukum Islam
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Pendahuluan 
Pengangkatan anak dalam hukum perdata 
merupakan suatu perbuatan yang menyamakan 
kedudukan anak angkat dengan anak kandung, 
baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada 
hal kewarisan. Sebagaimana telah dijelaskan juga 
dalam Pasal 11,12,13 dan 14 dari Stb. 1917 No. 129.
Cara memperoleh warisan menurut hukum 
Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris 
menurut undang-undang atau ab intestato dan 
karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). 
Dengan melihat ketentuan Stb. 1917 No. 129, 
maka si anak angkat mempunyai kedudukan 
yang sama dengan ahli waris ab intestato untuk 
memperoleh warisan menurut hukum perdata. 
Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan 
putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, 
dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua 
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angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga 
menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun 
Staatsblad ini memberikan pembatasan lain dari 
hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak 
angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari 
bagian yang tidak diwasiatkan. 
Ketentuan Hukum Perdata BW pengangkatan 
anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum 
antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu 
suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang 
ada diantara orang tua dengan anak kandung 
sendiri termasuk menggunakan nama orang tua 
angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam 
perkawinan orang tua angkatnya. Jadi seorang 
anak angkat mem punyai hak mewaris atas harta 
waris orangtua angkat nya sesuai legitieme portie 
atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli 
waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana 
diatur alam ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Oleh 
karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan 
bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang 
anak angkat yang telah diakui secara sah menurut 
hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu 
testament tertulis.
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak 
membawa akibat hukum dalam hubungan darah 
serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, 
karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah 
memiliki hubungan darah.1 Ia tetap menjadi 
ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap 
memakai nama dari ayah kandungnya.
Mengenai pengangkatan anak (tabanni) hanya-
lah merupakan salah satu pengabdian kepada 
Allah tentang adanya karunia Allah yang telah 
memberikan anugerah yang begitu banyak. 
Sehingga pengangkatan anak itupun tidak di-
maksudkan untuk menjadi ahli waris. 
Sewaktu Islam datang yangg membawakan 
penjelasan tentang jumlah para ahli waris laki-laki 
dan perempuan dan sebab-sebab mempusakai, 
maka gugurlah hak anak angkat mendapatkan hak 
mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan, sebab 
tak mewarisi itu hanya berdarakan keturunannya.
Sedangkan unsur pengangkatan anak tidak dapat 
memaksakan menjadi adanya sebab penilaian 
nasab.
Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan 
anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak 
membawa pengaruh hukum terhadap status anak 
angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, 
1 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38.
tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah 
mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan 
menimbulkan masalah dikemudian hari apabila 
dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh 
anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, 
anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian 
harta warisan dari orang tua angkatnya, maka 
sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam 
adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” 
sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan 
orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di 
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 
yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak 
menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang 
tua angkatnya”. Permasalahan pengangkatan anak 
dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi 
Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis 
untuk membahasnya. 
Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah 
anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidup-
nya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya 
ber alih tanggungjawabnya dari orang tua asal 
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 
pengadilan.2 Atas dasar pengertian tersebut jelas-
lah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam 
adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung 
dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik 
persilangan menurut ketentuan hukum perdata, 
yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan 
anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. 
Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi 
karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-
hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-
ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian 
tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila 
ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak 
angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara 
dengan baik dan dapat terjamin masa depannya 
khususnya yang berkaitan dengan bagian waris 
anak angkat yang bersangkutan.
Diantara persoalan krusial yang hendak di-
angkat dalam penelitian ini adalah masalah 
pengangkatan anak bagi masyarakat muslim di 
Indonesia, dimana sebagian besar beranggapan 
bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut 
maka status nasab dari pada anak angkat tersebut 
menjadi beralih dari orang tua kandungnya menjadi 
bernasab kepada orang tua angkatnya bahkan 
2 Pasal 171 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam
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sistem kewarisannya pun beralih kepada orang tua 
angkatnya. Padahal Islam melarang pengangkatan 
anak yang memutuskan hubungan darah dengan 
orang tua kandungnya apalagi untuk mendapatkan 
harta warisan dari orang tua angkatnya. Oleh sebab 
itu, ada beberapa permasalahan yang akan penulis 
ungkap dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat 
terhadap hak waris dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata? 
2. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat 
terhadap hak waris dalam hukum Islam ? 
3. Manakah di antara kedua sistem hukum ter-
sebut yang memberikan perlindungan me-
madai kepada anak angkat?
Metode Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan 
metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 
berbentuk penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan 
menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkompeten untuk 
digunakan sebagai dasar dalam melakukan pe-
mecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam 
penelitian ini menggunakan logika yuridis.3 
Hukum Perlindungan Anak dan Keadilan
Perlindungan dari kata lindung, mendapat 
awalan per dan akhiran an. Dalam kamus umum 
Bahasa Indonesia bahwa perlindungan artinya 
tempat berlindung.4 Hukum perlindungan anak 
menurut para ahli hukum seperti Bismar Siregar 
adalah:
Aspek hukum perlindungan anak lebih 
dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur 
secara hukum (yuridis), anak belum dibebani 
kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum 
perlindungan anak sebagai segala aturan 
hidup yang memberi kepada mereka yang 
belum dewasa dan memberi kemungkinan 
bagi mereka untuk berkembang.5
Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk 
mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang 
tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan 
3 Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, 
(Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23
4 Dep P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1997), h. 778
5 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 15
hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, 
sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-
haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia meng-
injak dewasa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
adalah perlindungan anak merupakan 
“Segala kegiatan untuk menjamin dan me-
lindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi”.6
Dengan demikian perlindungan anak me-
nyangkut semua aturan hukum yang mempunyai 
dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, 
dalam arti semua aturan hukum yang mengatur 
kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping 
hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak 
tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan 
anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula 
ketentuan-ketentuan hukum adat.7
Teori keadilan8 merupakan teori yang meng-
analisis dan menjelaskan tentang hak mengasuh, 
merawat, memelihara dan mewujudkan per-
lindungan hak-hak anak. Dapat dipastikan adanya 
ketidakadilan apabila anak yang telah hilang 
orang tuanya tidak mendapat perhatian apapun 
dari orang lain atau juga tidak adil apabila orang 
tua yang tidak memperoleh anak tidak mendapat 
tempat mencurahkan kasih sayangnya.9
Perlindungan anak merupakan suatu bidang 
pembangunan nasional. Hakikat pembangungan 
nasional adalah membangun manusia seutuhnya. 
Melindungi anak adalah melindungi manusia 
yaitu membangun manusia seutuhnya. Meng-
abaikan masalah perlindungan anak tidak 
akan memantapkan pembangunan nasional. 
Akibat tidak adanya perlindungan anak akan 
menimbulkan berbagai permasalahan sosial, 
yang dapat menggangu ketertiban, keamanan 
dan pembangunan nasional. Berarti perlindungan 
anak yang salah satu upayanya melalui peng-
angkatan anak harus diusahakan apabila ingin 
mensukseskan pembangunan nasional kita.
Teori pengayoman dapat juga sebagai teori 
6 Pasal 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak
7 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak..., 
h. 13
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 8, (Bandung, Al-Ma`arif, 1994), 
h. 160, 
9 Hamid Saarong, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum 
Indonesia”, Ringkasan Hasil Penelitian, (Medan: USU, 2007), h. 9.
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pendukung lainnya. Hukum melindungi manusia 
secara aktif dan pasif. Secara aktif, dengan mem-
berikan perlindungan yang meliputi berbagai 
usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam 
masyarakat dan mendorong manusia untuk 
melakukan hal-hal yang manusiawai. Melindungi 
secara pasif adalah memberikan perlindungan 
dalam berbagai kebutuhan, menjaga ketertiban 
dan keamanan, taat hukum dan peraturan 
sehingga manusia yang diayomi dapat hidup 
damai dan tenteram.10
Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap 
Hak Waris Dalam Hukum Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut 
oleh KUHPerdata adalah sistem parental atau 
bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga 
menghubungkan dirinya pada keturunan ayah 
ibunya. Namun selain pewarisan secara keturuan 
atau sistem pewarisan ab intestato (menurut 
Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana 
ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, terdapat juga 
sistem pe warisan menurut wasiat (testament) 
sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa surat wasiat atau testament 
adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang 
tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia 
meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.11
Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 
129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat 
atau adopsi menggunakan nama keluarga orang-
tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum 
yang sama dengan anak kandung dari orangtua 
angkatnya dan mempunyai kedudukan hokum 
yang sama dengan anak kandung dari orangtua 
angkatnya serta terputusnya hubungan hukum 
antara anak angkat dengan orangtua kandung nya. 
Dengan pengangkatan demikian, maka si anak 
angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli 
waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang 
anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua 
angkatnya seperti halnya seorang anak kandung 
yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan 
Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak 
mengakibatkan putusnya hubungan antara anak 
angkat dengan orangtua kandungnya, dimana 
10 Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum 
Indonesia, (Jakarta: Pembangunan, 1993), h. 245.
11 Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, 
(Bandung: Tarsito, 1982), h. 224
melalui pengangkatan anak yang sah maka 
antara orang yang memungut anak dan anak 
yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga 
yang sama seperti yang ada diantara orangtua 
dengan anak kandung sendiri dan anak angkat 
akan menggunakan nama orangtua angkatnya 
dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan 
orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan 
hubungan hukum yang demikian tentunya seorang 
anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta 
waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak 
waris sesuai legitieme portie atas segala bentuk 
harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari 
orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 
852 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata 
merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta 
waris seorang anak angkat yang telah diakui 
secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak 
didasarkan atas suatu testament tertulis.
Dengan demikian hak mewaris anak angkat 
yang telah diangkat secara sah menurut hukum 
terhadap harta waris orangtua kandungnya, 
harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan 
menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan 
ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, 
mengakibatkan putusnya hubungan antara anak 
angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan 
demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris 
terhadap orangtua kandungnya namun mewaris 
dari orangtua angkat nya. Akan tetapi berdasarkan 
ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 
54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan 
putusnya hubungan darah antara anak angkat 
dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap 
mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan 
kedudukan hak waris sebagaimana menurut 
ketentuan pasal 852 KUHPerdata.
Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap 
Hak Waris Dalam Hukum Islam
Pengangkatan anak menurut hukum Islam. 
Seperti yang telah penulis sebutkan dalam 
syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, 
dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak 
memutuskan hubungan darah antara anak dan 
orang tua kandung, dan anak angkat tidak ber-
kedududkan sebagai ahli waris dari orang tua 
angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, 
demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak 
menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, 
anak angkat tidak diperkenankan memakan 
nama orang tua angkatnya secara langsung 
sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan 
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juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai 
wali dalam perkawinan anak angkatnya.
Pengangkatan anak dalam Islam bersumber 
langsung pada Firman Allah Swt dalam Surat 
al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis 
sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat di atas, jumhur 
ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah 
atau ibu angkat dan anak angkanya tidak lebih dari 
sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara 
ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberi-
kan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, 
nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. 
Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, 
anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris 
yang berhak menerima warisan.
Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa 
Hukum Islam tidak mengakui lembaga pe ng angkatan 
anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang 
pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam 
arti terlepasnya ia dari hokum kekerabatan orang 
tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam 
hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum 
Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, 
pengangkatan anak dalam arti pemungutan 
dan pemeliharaan anak, dalam artian status ke-
kerabatannya tetap berada di luar lingkungan 
keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya 
tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. la tetap 
anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut 
dengan segala akibat hukumnya.
Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa 
Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak 
yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan 
anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler 
dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian 
pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat 
menjadi anak kandung, anak angkat terputus 
hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, 
anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak 
waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali 
mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya 
mengakui pengangkatan anak dalam pengertian 
beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah 
sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, 
dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.
Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan 
hukum antara orang tua angkat dengan anak 
angkat terbatas sebagai hubungan antara orang 
tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan 
sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. 
Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam 
hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang 
dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama 
manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka 
konsekwensi yuridis lainnya adalah antara orang 
tua angkat dengan anak angkat harus menjaga 
mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, 
maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. 
Rasulullah Muhammad saw. di perintahkan untuk 
mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, 
hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad 
dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, 
kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang 
tua angkat dengan anak angkatnya.12
Dengan demikian menurut ketentuan hukum 
Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai 
pihak anak angkat adalah sosok yang mem-
punyai pertalian hubungan kemanusiaan yang 
bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling 
membantu serta penempatan statusnya dalam 
keluarga orang tau angkatnya sebagaimana 
layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak 
angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka 
dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak 
akan memperoleh harta warisan dari orang tua 
angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. 
Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak 
angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum 
Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat 
wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 
209 KHI Ayat ( 1 dan 2 ), yaitu: 
1) Harta peninggalan anak angkat dibagi ber-
dasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 
193, sedangkan terhadap orangtua angkat 
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 
warisan anak angkatnya. 
2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima 
wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak-
nya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya. 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 
bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk 
golongan orang yang menerima warisan dari 
orang tua angkatnya, maka hal ini mereka 
akan menerima harta warisan melalui wasiat 
wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan 
untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah 
terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah 
Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah 
melalui pertimbangan maslahah mursalah. 
Pengangkatan anak tersebut termasuk per-
buatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan 
unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum 
12 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 
h. 87. 
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yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan 
sendiri untuk mengaturnya, hukum Islam yang 
bersifat universal mengatur kehidupan manusia 
secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah 
mahdah maupun ghoiru mahdah, diantaranya 
mengenai pengangkatan anak yang dilarang, 
namun pengangkatan dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam, Jika perbuatan tersebut akan 
membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu 
pihak dan orang tua angkat di pihak lain. 
Penutup
Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:
1. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak 
waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata mempunyai kedudukan yang sama 
dengan ahli waris ab intestate untuk memperoleh 
warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat 
akan mempunyai hubungan nasab dengan orang 
tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut 
juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. 
Namun Staatsblad ini memberikan pembatasan 
lain dari hak mewarisi anak angkat adalah 
bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi 
ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.
2. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak 
waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak 
angkat tidak dapat disamakan dengan anak 
kandung, sehingga dia tidak bisa menerima 
harta warisan dari orang tua angkatnya hanya 
memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan 
anak angkat dalam tidak melepas nasab 
(kerabat) dari orang tua kandungnya, maka 
anak angkat tidak mewaris dari orang tua 
angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat 
mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang 
pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak 
bergantung kepada kemauan atau kehendak 
si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh 
lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang 
tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat 
(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Diantara kedua sistem hukum Islam 
dan hukum perdata yang memberikan 
perlindungan memadai kepada anak angkat 
adalah hukum Islam. Karena hukum Islam 
tidak terdapat lembaga pengangkatan tapi 
terdapat lembaga pemeliharaan anak yang 
merupakan suatu pengabdian dan rasa syukur 
terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada 
setiap hambanya, lembaga pemeliharaan anak 
sangat melindungi hak-hak dan kewajiban 
serta menjaga asal usul seseorang anak dan 
dapat mempererat tali persaudaraan dengan 
orang tua yang mengangkatnya. 
Rekomendasi: 
1. Pengangkatan anak bukanlah satu-satunya 
jalan untuk melakukan perlindungan kepada 
anak, karena pada dasarnya yang berkewajiban 
melakukan perlindungan anak adalah orang 
tua kandung si anak, maka dari itu para orang 
tua perlu diberikan pemahaman mengenai 
perlindungan anak, dan Komnas perlindungan 
anak juga perlu mensosialisasi lebih massif 
undang-undang perlindungan anak tersebut.
2. Hendaknya kepada masyarakat agar dalam 
pengangkatan anak dapat dilakukan secara 
tercatat dengan putusan Pengadilan. Dengan 
dilakukannya hal ini akan menghindari 
perselisihan di belakang hari, dan juga kepada 
Pengadilan agar dalam dictum keputusannya 
bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan 
sipil untuk didaftarkan telah diangkat.
3. Perlu adanya unifikasi hukum waris yang berlaku 
seluruh penduduk Indonesia, mengingat negara 
Indonesia bersifat heterogen, maka perlu dibuat 
produk hukum yaitu Undang-Undang yang 
khusus masalah waris. 
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